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TENTANG

EKSAMINASI PEJABAT KEPANITERAAN
DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka pengimplementasian sistem merit dalam manajemen aparatur
Pejabat Kepaniteraan di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyelenggarakan eksaminasi Panitera
Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut, diberitahukan kepada pegawai Pejabat Kepaniteraan
di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memenuhi syarat,
untuk mendaftarkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan Calon Peserta, meliputi:
 Persyaratan umum

a. Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009, yaitu:
1) warga negara Indonesia;
2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;
4) berijazah sarjana hukum;
5) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

b. Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 3 (tiga)

tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman.
 Persyaratan khusus

Formasi jabatan Panitera Muda Pengadilan Tingkat Pertama:
a. Paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat

Pertama;
b. Berpangkat/golongan ruang Penata (III/c) atau memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di

bawah jenjang pangkat yang ditentukan.

2. Materi yang diujikan meliputi:
a. Manajemen (termasuk manajemen PNS) dan Kepemimpinan;
b. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
c. Integritas dan Kode Etik Panitera dan Juru Sita;
d. Administrasi Perkara dan Persidangan secara manual dan secara elektronik

(e-Court);
e. Teknologi Informasi (Keterampilan/Praktek mengoperasikan Sistem Informasi

Pengadilan (SIP)).
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3. Kegiatan eksaminasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

No Tahapan Tanggal
Pelaksanaan Keterangan

1. Pengumuman pelaksanaan
eksaminasi pejabat kepaniteraan di
wilayah Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta;

28 Oktober 2025 Diumumkan melalui
website dan IG
PTTUN Jakarta

2.
Pendaftaran dan pengiriman berkas
persyaratan calon peserta
eksaminasi pejabat kepaniteraan di
wilayah Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta;

28 Oktober 2025
s/d

3 November 2025
pukul 12.00 WIB

Pengiriman berkas
dikirimkan melalui
email PTTUN Jakarta
(pttun.jakarta@gmail.
com) atau ke alamat
kantor PTTUN
Jakarta

3. Pengumuman peserta eksaminasi
pejabat kepaniteraan di wilayah
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta;

4 November 2025 Diumumkan melalui
website dan IG
PTTUN Jakarta

4. Pelaksanaan eksaminasi pejabat
kepaniteraan di wilayah Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

10 November 2025 Dilaksanakan di
kantor PTTUN
Jakarta

5. Pengumuman hasil eksaminasi
pejabat kepaniteraan di wilayah
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta.

10 November 2025 Diumumkan melalui
website dan IG
PTTUN Jakarta

Catatan:
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui website Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan email Satker masing-masing.

4. Seluruh Calon Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan dan peraturan yang telah
ditetapkan oleh Panitia;

5. Pimpinan Pengadilan membebastugaskan peserta di satker masing-masing dari
tugas sehari-hari selama ujian berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan
Panitia;

6. Seluruh Calon Peserta wajib mengirimkan dokumen persyaratan, berupa:
a. Surat permohonan mengikuti eksaminasi Pejabat Kepaniteraan di Wilayah

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang dibuat
dan ditandatangani oleh Pejabat Kepaniteraan terkait;

b. Surat Keterangan persetujuan Pimpinan Pengadilan atas permohonan Pejabat
Kepaniteraan terkait;

c. Surat Keterangan Pimpinan Pengadilan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir atas Pejabat
Kepaniteraan terkait;

d. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
e. Daftar Riwayat Pekerjaan;
f. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN periodik tahun terakhir

beserta tanda bukti pengirimannya, berupa Pengumuman LHKPN/Tanda Terima
LHKPN yang dapat diunduh dan dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id;

g. Fotokopi Berita Acara (BA) Persidangan manual atau elektronik yang dibuat dan
ditandatangani oleh Calon Peserta, yang meliputi:
1) BA Pemeriksaan Persiapan;
2) BA Persidangan Pembuktian Surat; dan
3) BA Persidangan Pembuktian Saksi.
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7. Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikirimkan dalam
format PDF melalui email: pttun.jakarta@gmail.com, paling lambat tanggal
03 November 2025, pukul 12.00 WIB;

8. Dokumen persyaratan berupa fotokopi Berita Acara Persidangan sebagaimana
dimaksud pada poin 6 huruf g dikirimkan juga dalam format cetakan (hardcopy)
melalui POS/titipan kilat, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta, paling lambat diterima pada tanggal 03 November 2025.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan tersebut,
dapat menghubungi Sdri. Sari Meilisna melalui nomor HP/WA.0822-1053-0751.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Oktober 2025
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